GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR "7 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DI BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR JAWA TENGAH,

,a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan Di Balai

1.

Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Dinas
Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa 1 engah yang
transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu
disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat
berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu
<menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Pengelolaan
Pertambangan Dan Energi Dinas Pertambangan Dan
Energi Provinsi Jawa Tengabh,;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Provinsi Jawa Tengabh,;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubaL dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Repub'ik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nornor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4545);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
3176);

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat | Jawa
Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha
Pertambangan Bahan Galian'Golongan C di Provinsi
Daerah Tingkat | Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Tahun 1994
Nomor 3 Seri B Nomor 1);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas
Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas
Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga,
Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan,
Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas
Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagang-
an, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Enerqi,
Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan
Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas
Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil
Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang,
Dinas Pengeiolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan
Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan,
Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006
Nomor 3, Seri D Nomor 3);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2002 tentang; Pembentukan Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata,
Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah,
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina
Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan
Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan,
Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006
tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesejahteraan Sosial; Dinas Pariwisata, Dinas
Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga,
Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas
Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagang-
an, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Enerqgi,
Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5,
Seri D Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa lengah Tahun 2002
Nomor 70);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11
Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 1994 Nomor 3 Seri B Nomor 1

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12
Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa

Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2004 Nomor 47 Seri C Nomor 2);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/23/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pela-
yanan Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis
Transparas; dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun
2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi
Serta Tata Keija Dinas Pertambangan Dan Energi
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2002 Nomor 22);

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun
2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
serta Tata Kerja Balai Pengelolaan Pertambangan dan
Energi pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2003 Nomor 18);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI
BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA
TENGAH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
Dinas”sdaiah Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah.

Bakai adalah Balai Pehgelolaan Pertambangan Dan Energi Dinas
Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan ukuran
yang* dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati
oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerirra pelayanan maupun
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur
pelayanannya.

Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administrasi
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanan.

Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD
adalah Surat Izin Pertambangan Daerah yang menjadi kewenangan
Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah.

SIPD Eksplorasi adalah Surat lzin Pertambangan Daerah untuk
melakukan segala penyelidikan geologi/pertambangan  untuk
menetapkan lebih telitiseksama adanya dan sifat letakan bahan
galian.

SIPD Eksploitasi adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk usaha
pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan
memanfaatkannya.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(1),
(2).

SIPD Pengolahan dan Pemurnian adalah Surat Izin Pertambangan
Daerah untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk
memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada
bahan galian itu.

SIPD Pengangkutan adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk
usaha pemindahan bahan galian hasil pengolahan/pemurnian bahan

galian dari wilayah eksplorasi, atau tempat pengolahan dan
pemurnian;

SIPD Penjualan adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk segala
usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian
bahan galian;

SuraiT Izin Pemboran dan Penurapan Mata Air yang selanjutnya

disingkat SIP Adalnh Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah dan
Penerapan Mata Air;

Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat
SIPA adalah Surat I1zin Pengambilan Air Bawah Tanah;

Surat Izin Pengambilan Mata Air yang selanjutnya disingkat SIPMA
adalah Surat Izin Pengambilan Mata Air;

Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang
selanjutnya disingkat S'PPAT adalah Surat Izin Usaha Perusahaan
Pengeboran Air Bawah Tanah yang menjadi kewenangan Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengabh,;

Kartu Izin Meledakkan yang selanjutnya disingkat KIM adalah izin yang
diberikan kepada pemegang SIPD eksploitasi untuk dapat melaksana-
kan peledakan dalam pembongkaran bahan galian;

Izin Gudang Bahan Peledak adalah izin yang diberikan kepada
pemegang SIPD eksploitasi untuk dapat memanfaatkan bangunan
khusus untuk menyimpan bahan peledak;

BAB I
VISI, MISI MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Visi Balai adalah pengembangan potensi sumber daya mineral dan
energi yang berdaya saing tinggi dengan berwawasan lingkungan.
Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai
mempunyai misi:
a. meneliti dth mengembangkan potensi bahan tambang, geologi, air

bawah tanah, energi dan migas dengan menerapkan azas
konservasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat



(1),

(2).

b. mengoptimalkan pemanfaatan bahan tambang, geologi, air bawah

tanah, energi dan migas dengan memperluas kesempatan keija
dan peluang usaha rneialui pemberdayaan usaha kecil menengah
(UKM) dan koperasi.

c. meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan potensi

bahan tambang, geologi, air bawah tanah, energi dan migas yang
berwawasan lingkungan guna menjamin ketersediaan bahan baku
dan bahan penunjang untuk industri dan konstruksi.

d. meningkatkan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam

rangka optimalisasi pelayanan.

e. melaksanakan dan fasilitasi peningkatan teknologi yang

berwawasar lingkungan dalam pemanfaatan bahan tambang,
geologi, air bawah tanah, energi dan migas untuk memperoleh nilai
tambah guna meningkatkan daya saing.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan
adalah agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan efisien,
efektif, tepat waktu sesuai dengan visi dan misi dalam upaya
mewujudkan usaha pertambangan dan energi yang optimal.

Tujuan ditetapkannya standar operasional prosedur pelayanan adalah
untuk mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, transparan,
akurat, aman, dapat dipertanggungjawabkan, disiplin, sopan dan
ramah.

BAB Il

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Mekanisme Pelayanan Di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Di Balai sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il Peraturan Gubernur ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2006

GUBERNUR JAWATENGAH
ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 57



NO

1

2.

JENIS
PELAYANAN

SIPD
Eksplorasi

SIPD
Pengolahan/
Pemurnian

LAMPIRAN |
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
57 TAHUN 2006

NOMOR

TANGGAL 17 Juli

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

PERSYARATAN

Salinan / foto copy akte
pendirian perusahaan (PT,
CV, Fa, Koperasi) dan KTP
untu perorangan;

Surat Keterangan Referensi
Bank Pemerintah;

Peta Situasi Wilayah
Pertambangan skala 1
10.000 untuk luas > 50 Ha
dan skala 1 :1.000 untuk
luas s/d 50 Ha;

Rencan kerja eksplorasi;

Pernyataan dari tenaga
teknik/ ahli pertambangan
bermeterai cukup;

NPWP;

Surat pernyataan
kesanggupan mamberikcn
iamrnan eksplorasi;

Surat pernyataan  telah
mendiri-kaip Kantor

Cabang/Perwakilan di Jawa
Tengah bagi pemohon di
luar Jateng.

Salinan / foto copy  akte
pendirian perusahaan (PT,
CV, Fa, Koperasi) dan KTP
untu perorangan;

Surat Keterangan
Referensi Bank Pemerintah;
Peta Situasi Wilayah Per-
tambangan skala 1 :10.000;
Rencan kerja Pengolahan/
Pemurnian;

PROSEDUR
PELAYANAN

Pemohon mengajukan
permohonan SIPD eks-
plorasi kepada Gubernur
Cg.Kepala Distamber
lewat Kepala BPPE.
BPPE Melakukan kajran
kelengkapan administrasi
dan teknis permohonan
BPPE meminta reko-
mendasi kepada Bupa-
tiA/Vali kota dan instansi
terkait tentang rencana
usaha pertambangan;
Atas kajian dan reko-
mendasi, BPPE me-
ny'~“pkan konsep surat
izin  atau peno”™ka.l
permohonan dan diajukan
kepada kepala DISTAM-
BEN;

Kepala DISTAMBEN
memytuskan  penolakan
atau penerbitan izin ber-
dasarkan hasil kajian dari
BPPE dengan surat
keputusan, untuk disain-
paikan kepada pemohon
melalui Kepala BPPE;
BPPE memberikan Surat
Izin kepada pemnimn
disertai dengan penarikan
kewajiban retribusi atas
izin,

Pemohon  mengajukan
permohonan SIPD Pe-
ngolahan/ Pemurnian
kepada Gubernur Caq.
Kepala Distamben lewat
Kepala BPPE.

BPPE Melakukan kajian
kelengkapan  adminis-
trasi dan teknis
permohonan.

WAKTU
PENYELESAIAN

90 hari dengan
ketentuan
persyaratan
sudah lenkap

90 hari

BIAYA

Retribusi
sesuai
Perda
No. 12
Th.2004
sebesar
Rp.
100.000,-

Retribusi
sesuai
Perda
No. 12
Th.2004
sebesar
Rp.
100.000,-

PRODUK

SIPD
eksplorasi

SIPD
Peogolah-
afl/Pemurni
an

SARANA
PRASARANA

Ruang
tunggu
Ruang
pemeriksa-
ai«

Ruang
konsultasi
Yompiter
Mesin Ketik
Kalkulator
Kotak
saran
Ruang
rapat
Slide
projector
GPS
(Global
Positioning
Sysiem)
Peta dasar
(topografi)
skala 1 :
25.000 dan
1 :50.000
Alat ukur

Ruang
tunggu
Ruang
pemeriksa-
an

Ruang
konsultas
Komputer

KOMPE-
TENSI
PETUGAS

Pengetahuan:

- Kebijakan
pengelola-
an Pertam-
bangan

- limu
rambang
dan
geologi

Ketrampilan :

- Teknik
pelayanan
prima

Sikap :
Komunkafif
Empati

- Kestabilan
emosi

- Ketelitian
kerja

- Kejujuran
Responsif
Kerjasama

Pengetehuan:
Kebijakan
pengelola-
an Pertam-
bangan
lImu tam-
bang dan
geologi

~

2006
SANKSI
PETUGAS PELANGGAN
Sesuat PP 1. SIPD,
30 tahun sudah di-
1980 terbitkan
tentang tetapi tidak
Peraturan ada kegiat-
Disiplin an. dapat
PNS dicaout
SIPD nya
2. Sanksi ad-
ministrasi
permohon-
an tidak
diproses.
Permohon- 1. SIPD
an lengkap sudah
tidak dipro- diterbitkan
ses, dapat tetapi
di gugat. tidak ada
kegiatan,
dapat
dicabut
SIPD nya

TEMPAT

1.8PPE

WilayaL
Pati JI
Jend
Sudirman
No. 52
Pati.

2. BPPE

Wilayah
Pekaiong-
an Jl.
Pemuda
No. 50
Tekalong-
an.

3. BPPE

Wilayah
Solo Jl.
Balekam-
bang Lor
No, 3
Suakarta.

1.BPPE
Wilayah
Pati Jl,
Jend.
Sudirman
No. 52
Pati.



R - e ' . . ™ +
. KOMPE- SANKSI
JENIS PROSEDUR | WAKTU SARANA
NO | pE AYANAN PERSYARATAN PELAYANAN | PENYELESaaN | BAYA | PRODUK | pragapana | oomiers | PETUGAS | PELANGGAN | TTMOAT
e. Pemnyataan dari tenaga ! 3. BPPE meminta reko- - Mesin ketik | Ketrampilan: 2. Sanksiad- | 2. BPPc
teknik / ahli pertambangan mendasi kepada Supati - Kalkutator | - Teknik ministrasi Wilayah
bermeterai cukup; MVali kota dan instansi - Kotak pelayana permohon- Peka-
£ - NPWP, . terkait tentang rencana saran prima an tidak longan JI.
g. Surat perjanjian kerjasama Pengolahan / Pemurni- - Ruang diproses. Pemuda
dengan pemecang SIPD an " rapat Sikap : No. 50
eksploitasi: 4. Atas kajian dan reko- - Slide - Komuninatif Peka-
h. Dokumen UKL-UPL mendasi, BPPE me- projector - Empati longan.
dan/atau AMDAL; . nyiapkan konsep surat - GPS - Kestabilan ‘
i.  Surat pernyataan telah men- ifin atau  penclakan (Giobal emosi 3. BPPE
dirikan Kantor Cabang/ permohonan dan diaju- Positioning | - Ketelitian Wilayah
Perwakilan di Jawa Tengah kan kepada Kepala | - : System) kerja Solo Ji.
bagipemohon di luar Jateng; DISTAMBEN,; : - Petadasar | - Kejujuran Balekam-
j lzin  berdasarkan UU | 5. Kepala  DISTAMBEN 0 (tcpografi) | - Responsif bang Lor
Gangguan memutuskan penclakan skaia 1: - Kerjasama No.3
atau penerbitan fjin atas 25.000 dan Surakar.a.
usul BPPE dengan surat 1:50.000
«eputusan, untuk - A'at ukur
! disampaikan  kepada ) ‘ '
pemohon melalui Kepata
BPPE;
6. BPPE memberikan Su-
rat ljin kepada pemohon i
disertal dengan pena- : ' .
rikan kewajiban retribusi ,
. atas ijin. : )

. 4 Pembuatan Persyaratan pengajuan : 1. Pemohon  mengeajukan | 5 hari Retribusi Kartuljin | * Ruang Pcietahu an: | Permcho- SIPD sudah 1. BPPE
Kartu tjin a. Sura. permohohan  dari permohonan Pembuatan sesuai Meledakkan unggu - Kebijekan | nan leng- diterbitkan Wilayah
Meledakkan. . perusanaan. Kartu ljin Meledakkan. : Perda No. | (KIM) - Ruang ° pengelota- | kap tidak tetapi tidak ada Pat JI.
(K'M) b. Foto copy Surat ijin | (KIM) kepada Gubernur 12 12004 © pemeriksa- an Pertam- | diproses, kegiatar, dapat Jend.

Pertambangan yang masih Cq. Kepala Distamben sebesar an bengan dapat di dicabut SIPO Sudirm
perlaku. . lewat Kepala BPPE. Rp. - Ruang - Hmutam- gugat. nya an No.
¢. Foto Copy sedifikat juru | 2. BPPE Melakukan kaj's 100.000,- konsultasi bang dan ) 52 Pati.
ledak. kelengkapan administrasi - Komputer geologi !
d.  Past Fote 2 (duz) lembar dan teknis permohonan. ‘ - Mesin : ‘2. BPPE
) ukuian 7 x ? 3. Ates kajian BPPE o.enyi- ° ) T keuk Ketrampil an: - . Wilayah
e. Pernvatean dari  teraga apkan konsep surat ifin | ; - Kalkulator | - Teknik ; Peka-lo
teknik/ ahli pertambangan atau  penolakan permo- - Kotak pelayanan o ngan Ji.
CEImeisrai cUkiy; tonaic dan diajuhan Kepa- ¢ . caran primz : Prmuda
da keoa'a DISTAMBEN; - Ruang No. 50
4. Kepala DISTAMBEN rapat Sikap : Peke:
memumutuskan  peno- - Komunika- - longav,
- {akan atau penerbitan §in tit ™~
atas usul BPPE dengan - Empati 3. BPPE
surat keputusan  untuk - Kestabilan Wiayah
" disampaikan kepada emosi . Solo Ji.
» pemchon melalui Kepala ' - Ketelitian Balekam
8PPE; ’ kerja bang Lor
5. BPPE memberikan Surat : - Kejujw.n ide.3
ljin kepada pemohon di- - Responsif Surakana
sertai dengan penarikan - Kerjasama .
kewajiban refribusi atas ’
iin.
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an ke Kepala Sub Dinas
Program selaku Penang-
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Dilakukan proses
pembukuan hasil dan
proses selesai.
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bukti pelunasan SKRD
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LAMPIRAN Il
PERTURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006
MEKANISME PERMOHONAN PELAYANAN DI BALAI PENGELOIAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

PERMOHONAN BARU/PERPANJANGAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

()
ta " DPPE ) 3
r w’ 4a
Jz ,
Pemo_hon A . 4b DISTAMBEN 3a
mengajukan - PROVINSI +—
permohonan Surat Penolakan JATENG 3 v
SIPD Permohonan P .
dilengkapi : 4c Rekomendasi dari
persyaratan \J : . i Bupati / Walikota dan
Administrasi ! ——— TN - -7 Instansi terkait
A ' ) TEMBUSAN 5c
4

Sb S5a
EETERANGAN:
iPDadalah Surat ljin Pertambangan Daerah meliputi SIPD Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan & Pemurnian, Pengangkutan, dan Penjualan
a Pengajuan berkas permchcna” langsung ke Loret atau melaiui perantara (POS, Jasa Pengirimcn/Kurir);
b. Pemberitahuan kekurangan dan pemohon diwajibkan melengkapi, Permohonan yang lengkap dan sah dinyatakan mulai proses;
tBPPE melakukan proses pengolahan permohonan, dengan mengkaji dan menguji kelayakan usaha pertambangan dengan rapat koordinasi pemangku kepentingan dan kajian lapangan.
. Distamben meminta pertimDe-*gan”spek ekonomi sosial kewilayahan usaha tambang lepada Bupati/Walikota dan rekomendasi aspek teknis sektor terkait kepada Instansi yang berwenang.
. Bupati/Walikota dan Instansi terkait memberikan rekomendasi (batas maks 30 hari dari permohonan rekomendasi);
. BPPE menyampaikan hasil proses (kajian, rekomendasi dan konsep SIPD) lepada Distamben
. Distamben melakukan verifikasi dan koreksi;
Kepala DISTAMBEN membuat Keuptusan Pemberian/Penolakan Permohonan SIPD (maksimal proses dari 2 hingga 4 maksimal 90 hari);
. SiPD disampaikan kembali ke BPPE
. BPPE menyerahkan kepaaa Pemohon setelah melunasi retribusi yang ditetapkan.
. Tembusan SIPD disampiakan kepada Bupati/Walikota dan Instansi terkait.
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B. PERMOHONAN SURAT IZIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH, PENURAPAN IVATA AIR, PEMBUATAN SUMUR
GALI/PASAK

la 3
; 72uu >y |b, 4a l
) q
Pemohon
mengajukan . DISTAMBEN
permohonan . 4b PROVINSI Rekomendasi dari
S,\IAZ,';?PT /(?E_ N JATENG Bupati! Walikota
dilengkapi -
persyaratan Surat " x //_7
Administrasi Penolakan - ’/’/..« Sc
Permohonan -
TEMBUSAN
5b 5a . SIP ABY/
! SIP MA /

SIP G-P

KETEKANGAN :
-SIP ABT adalah Surat ljin Pengeboran Air Bawah Tanah, SIP MA Sdalah Surat ljin Penurapan Mata Air, SIP G-P adalah Surat ljin Pembuattn Sumur Gali/ Pasak.
1. a Pengajuan berkas permohonan langsung ke loket atau melalui perantara (POS, Jasa Pengiriman/kurir);
b. Pemberitahuan kekurangan dan pemohon diwajibkan melengkapi, Permohonan yang langkap dan sah dinyatakan mulai proses;
2. BPPE melakukan proses pengolahan permohonan, dengan mengkaji dan menguji kelayakan baik dengan rapat koordinasi pemangku kepentingan dan kajian lapangan.
3. a. BPPE meminta pertimbangan aspek ekonomi sosial kewilayahan usahaXambang lepada Bupati/Walikota.
. Bupati/Walikota memberikan rekomendasi (batas maks 30 hari dari permdAs”r rekomendasi);
. BPPE menyampaikan hasil proses (kajian, rekomendasi dan konsep SIP ABT/SIP MA/SIP G-P) lepada Distamben
. Distamben melakukan verifikasi dan koreksi;
. Kepala DISTAMBEN membuat Keuptusan Pemberian/Penolakan Permohonan SIP ABT/SIP MA/SIP G-P (maksimal proses dari 2 hingga 4 maksimal 90 hari);
. SIP ABT/SIP MA/SIP G-P disampaikan kembali ke BPPE
. BPPE menyerahkan kepada Pemohon setelah melunasi retribusi yang ditetapkan.
. Tembusan SIP ABT/SIP MA/SIP G-P disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Instansi terkait.
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KELUHAN DARI MASYARAKAT ——
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'
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